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Surat Bupati Sumeding nomor 0 5754/443 10 luk tangeal 21 Desember 2004 perib;
permolionan perse i

i

bahwi guna memighatkan kuulitas don pengeribang - olah raga. maka Gedun
Olah Raga Clzugur pembamgunannya peria diselesaikan dulam wakiu yang tida
berkepanjanguin, '

bahwa mengingm k nampuun anggaran Perserintnh Dacesh yang terbatas, mak
uniuk memporcepal proses penyelesaian pembanpunan Gedung Olah Rag
Cigugur dimakud perlu mengadakan kerju sama dergan Pihak Ketiga denga
Sistem Full Finaneering:

bahwa uniuk hal-hal tersebul pada hwaf a dan b di atas terlebih dahy
diperlukon  adanva  persclujuan dari Dewasn Ferwakilan Kakyat Daera
Kabupaten Sumeding dalam bentuk Keputvsan Dewan Perwakilan Raky:;
Daerah Kabupaten Sumedang.

. Undang-undang Nomor 14 Talwn 1950 tentang Pemermtahan Daerah Kabupate

dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republil; Indonesia Tahun 19503

Undang-undang Momar 44 Tahun 1997 tenang Kenittaan (Lembaran Negas
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomer 91, Tambohan Lembaran Megara Moms
3718},

Undang-Undang Nomor 22 Tahus 200} wentsng 3usunan dan Keduduk;
Majelis Permusyawartan Rakyal, Dewan Peroakilan Eakyat, Dew an Perwakils
Draerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Megara Republ
Indonesis Tahun 2003 Nomor %2, Tambahan Lembaras Negara Nomor 4310y

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenn aban  Duen
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2ol MNomaor 1.3, Tambah:
Lembaran Nepara Momore 4437},

Undang-Undang Nomor 353 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuzngan anta
Pemerimah Pusa dan Pemerintain Daerah (Lembaran Hegasa Repubbk Indones
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o

Fahun 2004 Nomor 126, Tambahan |emburan Ngi ra Nomor 4438);

Peratwran Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 lentang  Dana Px:l‘lmb:di
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 200 Nomor 40Z1) sebagain
telah diubah deng in Peratran Pemerintale Nomor $4 Tahun 2001 (1.emb
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lemb
Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang  Pengelolaan
Pertanggungjuwaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon
Tahun 2000 Nomor 202, I'ambahan Lemb.aran Megara Nomor 4022);

- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tohun 2000 tentang Pmjaman Dac
(Lemburan Negara Republik Indonesia Thun 2000 Nomor 204, Tamba
Lembaran Negara Nomor 4024);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tauhur 2004 tentang Pedoman Penyusu
Peraturan Tat Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Nej
Republik Indonesia Tahun 2004 Numor 91, Tambah, Lembaran Negara No
4417),

10.Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedor
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

L1.Peraturan Dacrah  Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tent:

Kewenangan  Pemerintah Daerah  Kabupatan Sumedang (Lembaran Dae
Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

12, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedanz Nomor 2 Tahun 2003 1 ntang Pok.

pokok Pengclolaan Keuangan Daerah (Lemberan Daerah Tahun 2003 Nomo
Seri D.6);

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor

Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Deswakilan Rakvat Dae
Kabupaten Sumedang; .

Persetujuan dari forum Rapat PMaripurna DPRD Kabuputen Sumedang tanggal
Januari 2005.

MEMUTUSKAL,

Menyetujui Kerjasama Pemerintah Kabupaten  Sume

dang aengan Pinak Kot
dalam peluksanaan pembangunan Gedung Olah Raga Cigugur dengan Sistem Fi
Financering

Jersetujuan kerjusuma sebagaimana dimaksud pada Jdiktum PERTAMA di at

dengan catatan :

- Saling menguntungkan kedua belah pihak dengan tetap berpegang kepa
prinsip-prinsip efektif dan efisien, akunwabilitas, tranfarans;, nemiliki az.
keadilan sera selalu mengedepankan peraturan dan »erundang-undangan yay
berlaku.



- Mengoptimalkun partisipasi masyarakat baik dari scyi perencanaan, pelaksan:
dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Bupal dapat menindak lanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peratin
perundang-undangan yang berlaku,

KEEMPA'l © Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diut
dan diperbaiki sehagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dal:
penctapannyit,
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